
 

 

 

BUPATI MAJENE 

 
PERATURAN BUPATI MAJENE 

NOMOR 58 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE 
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  

KEKAYAAN DAERAH   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAJENE, 
 

Menimbang:  a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah, maka dinyatakan bahwa tarif 

retribusi ditinjau kembali dengan memperhatikan kenaikan 
harga dan perkembangan ekonomi serta diatur dengan 

Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerah yang bersumber dari pemakaian rumah dinas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang penyesuaian 

tarif pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
 
 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor  137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5233); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor  140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



~ 3 ~ 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 

Nomor 12);  
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENYESUAIAN TARIF 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERDASARKAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 15 TAHUN 

2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.  
 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian terhadap 

tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah atas obyek retribusi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan lampiran huruf a angka 3 
Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 
 

Pasal 2 

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Majene. 
                                                              

Ditetapkan di Majene 

pada tanggal 7 Desember 2017 
 

BUPATI MAJENE, 
 

 
 
H. FAHMI MASSIARA 

Diundangkan di Majene 
pada tanggal 7 Desember 2017 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 

 
 
 

H. BURHANUDDIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 58. 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE 
NOMOR : 58 TAHUN 2017 

TANGGAL : 7 DESEMBER 2017 
 

TENTANG 

 
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  

KEKAYAAN DAERAH 
 

NO. URAIAN KETERANGAN 
TARIF PER 

BULAN 

(Rp) 

OPD YANG 
BERTANGGUNG 

JAWAB 

1.  Rumah Dinas Kelas I 200.000,- Badan Pendapatan 
Daerah 

2.  Rumah Dinas Kelas II 160.000,- 

3.  Rumah Dinas Kelas III 120.000,-  

4.  Rumah Dinas Kelas IV 80.000,-  

 

 
BUPATI MAJENE, 

 
 

 
H. FAHMI MASSIARA 
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